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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan temuan dan analisis penelti di bab v yang telah peneliti 

jelaskan sebelumnya, maka peneliti menyimpulan bahwa, penerapan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi sangat mempengaruhi terhadap pengelolaan 

keuangan. Dana desa yang dikelola dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi tentu akan jauh dari penyelewengan, dan tentunya akan memberikan 

kemanfaatan bagi masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari semua pihak. 

Mengacu pada hasil analisis dan temuan data dilapangan terdapat beberapa 

keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan 

oleh pemerintah Nagari Ganggo Hilia. 

Penerapan prinsip akuntabilitas yang diterapkan pemerintah nagari 

Ganggo Hilia dilihat dari adanya proses perencanaan penggunaan dana desa 

untuk kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah untuk merencanakan 

penggunaan dana desa dengan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan dana desa, 

adanya Tim Pelaksana Kegiatan yang bertugas untuk menjalankan kegiatan 

untuk merealisasikan perencanaan serta melakukan pengawasan terhadap 

penggunaan dana desa bersama masyarakat. Pertanggungjawaban dilihat dari, 

adanya laporan bukti-bukti proses pelaksanaan pembangunan. Penerapan prinsip 

transparansi yang diterapkan oleh Pemerintah Nagari Ganggo Hilia dapat dilihat 

dari perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah nagari bersama masyarakat. 

Keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat 
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bertujuan untuk merencanakan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat 

nagari Ganggo Hilia. Dalam pelaksanaan kegiatan yang, pemerintah nagari 

memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang berapa anggaran 

yang terpakai dalam suatu pembangunan dan mengadakan swakelola bersama 

masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam 

pembangunan. 

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), TPK bertugas untuk menjalankan 

pembangunan serta melakukan pengawasan. Pengawasan pelaksanaan program 

kegiatan juga dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah Nagari Ganggo Hilia 

dalam semua kegiatan selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat yang 

dimulai dari musyawarah, tahap pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta 

memasang laporan realisasi dana desa di kantor wali agar masyarakat dapat 

mengetahui besar anggaran yang terpakai dalam setiap program kerja 

6.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terkait penerapan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, maka peneliti 

membuat saran atau rekomendasi sehingga peneliti selanjutnya dapat 

memaksimalkan penelitian terkait penerapan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa. 

6.2.1 Saran Teoritis 

Penelitian mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi merupakan kajian yang menarik untuk diteliti. Dimana 

pemerintah nagari  sebagai pemegang pengelolaan keuangan negara 
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mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. Disisi lain, masyarakat sebagai penerima 

manfaat tentunya juga harus berperan aktif, seperti merencanakan, 

mempertanyakan, dan mengawasi setiap program yang dilakukan oleh 

pemerintah nagari. 

Maka saran yang peneliti berikan kepada peneliti selanjutnya, 

sebaiknya melihat juga pengelolaan keuangan nagari secara menyeluruh, 

yaitu dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan 

pendapatan lain-lain dari nagari dengan melihat bagaimana penerapan 

prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga pengelolaan keuangan 

tidak terbatas kepada dana desa saja melainkan mencakup semua 

keuangan yang dikelola oleh pemerintah nagari. 

 

6.2.2 Saran Praktis 

Saran praktis bagi pemerintahan desa atau nagari agar benar-benar 

mengelola keuangan dengan mengikuti regulasi yang berlaku dan 

menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi agar 

pengelolaan keuangan bersih dari penyelewengan. Masyarakat 

diharapkan agar ikut berpartisipasi, baik itu perencanaan dan pengawasan 

pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah nagari. 

 

 


